BUPATI PURWORREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2016

TERTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJQ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum dan tertib adminisirasi serta memberikan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa dalam pengelotaan Dana Desa, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46.
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa, sebagaimana teiah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menten
Keuangan Nomor; 247/PMK.07/2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantanan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan
Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf s, sudah tidak sesuai schingga periu diganti
dengan menyusun kermbali Peraturan Bupati yang
baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolann Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa [{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495]);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomot 5679);

. Peraturan Pemerntsh Nomor 43 Tabun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tenitang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 123,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014
teatang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Nepara Republik [ndonesia Nemor 5717);
. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5558),
sbapaimana telah diubah dengan FPeraturan
Pemerintah Nomor 22 Tabkun 2015 tentang
Perubzhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Republik Indanesia Tahun 2015 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Nepars Republik Indonesia
Nomaor J694);

Peraturan Menteri Keuangan Notmor:
247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunagn,

Pemantauaen dan Evaluasi Dana Desa;

. Peraturen Menteri PDesa, Pembangunan Daerah
Tertingeal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

tentang Penetapan Prionitas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

FPENGELOLAAN DANA DESA.

BAB [

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definiai

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengan:

1.

9.

Pemerintah Pusat, vang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasasn
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimakaud
dalam Undang-Undeng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemecrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemecrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan deerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dinas Pendapatan, Penpelolasn Kenangan dan Aset Dacrah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Purworcio.
Camat adalah Camat di Kabupaten Purworesjo.

Dena adalah kesatusn masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyerakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Repuhblik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urisan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemcrintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggare Pemerintahan Desa,

10. Kepaia Desa adalah Kepala Desa di Kebupaten Purworejo.
11. Badan Peormusyawaratan Dess, yang selanjutnya disingkat BPD,

adalah icmbega vang melakssnekan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokmtis.



12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja dacrah kabupaten/kots
dan digunakan untuk membiayai penyelenggeraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kkemasyarakatan, dan
pemberdaysan masyarakat.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyaraket
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat sirategis.

14, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segals sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Deaa,

15, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negars, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
nepara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralyat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya dapat
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerash yang dibahas dan disetujui bersesna oleh Pemerintah
Daersh dan Dewan Perwakilan Rakyat Darcrah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

17. Anpggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk metsunpung
sejurub penerimasn deerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnys disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpenan uang Pemerintah Desa yang
menampung schunih penherimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pads bank yang ditetapkan

20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang
selanjutnya disingkat RAB-Dena Desa, adalah yAng
memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

21, Sisa lebik Perhitungan Anggeran, yang sclanjutmya dizsingkat SiLPA,
adaiah selisih lebih realisasi penerimann dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran,

22 . Bendnhare Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi Wrusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat
Desa yang ditunjuk clkth Kepala Desa untuk menatausahakan
keuangan Desa.

23, Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang
melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.

24 Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat
untuk mendampingi dan memfasilitesi pelaksanaan pengelolaan
Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan
Camat.

2% Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk memiasilitasi pelaksanasn pengelolasn Dana Desa tingkat
Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pa=zal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

Aa.

b.

memberikan pedoman dan lendasan hukum bagi Pemerintah
Daerah dalam pengenggaran dan peniyaluran Dana Desa;
memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemenntah Desa
dalam mengelola, mmenatausahakan dan mempertanggungiawabkan
Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
kepastian hultum dalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan
penatavsahaan dan pertanggungawaban Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini melputs:

T S0 e OR

(1)

(2)

(3

pengalokasian Dana Desa setiap Desa;

pengelolaan Dana Desa;

penyaluran Dana Desa;

penggunaan Dana Desa,

perubahan penggunaan Dana Desa;

pertangpungjawaban dan Pelaporan Dana Desa;

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Dana Desa;
Sanksi.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 5

Dana Desa dialokasikan kepada setiap Desa secara berkeadilan
berdasatrkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formtia.

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Dasar Dana
Desa Kabupaten yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Rincian Dana Desa scHap Desa berdasarkan Alokasi Formula
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angke kemiskinan, luas
wilayah dan tingkat kesujitan geografis setiap Desa.



(1)

2}

3

(4}

(S

(1}

Pasal 6

Alokssi Formmula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dihitung menggunakan bobot sehagai berikut:

p 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlsh pendudulk
Desa {(JF};

b. 10% (sepuluh per seratus) untuk fuas wilayah Desa (LW);

c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa
JPM);

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis
Desn (TKG).

Angin Kkemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d masing-
masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks
kesulitan geografis Desa.

Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan
tingkat kesulitan geografis setiap desa scbagaimana dimakaud
dalam pads ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusap pemerintahan di
bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
yang berwenang.

Indckas Kesulitan Geoprafis Dess sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) ditetapkan olch Bupati berdasarkan data dari lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlakn.

Dalam hal pada tahun anggararnn berkenasn indeks kesulitan
peografis Desa schagaimana dimaksud pada ayat {4) belum dapat
ditetapkan;, maks menggunakan indeks kesulitan
geografis  Desa tahun  anggesran  sebelumnya  dan/stan
menggimakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh
kementerian yang  berwenang danfatau lembaga  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Pegy Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan
rumus sebagai beribut:

Pagu DD per Deaa = Alokaai Dasar + Alokasi Formnula




(2) Alokasi Formula setiap Desa dihitung berdasakan rumus sebagai

berikut:

DDf= {0.25xJP1+0. L0XLW)+[0.35xJPM)+{0.30xTKG)

Keterangan:

DDr : Alokasi Formula

JP : rasic jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa se-Kabupaten Purworejo

LW : rasioc uas wilayah setinp Desa terhadap luas wilayah Desa
se-Kabupaten Purworejo

JPM : rasio jumiah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa se-Kabupaten Purworeio

TKCG : rasio Indeks Kesulitas Geografis setiap Desa terhadap total
indeks kesulitan geografi Desa se-Kabupaten Purworsjo

(3) Alokasi besaran penerimaan Dana Desa masing-masing Desa setiap

Tahun Angparan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesata
Azas Pengelolaan

Pazal 8

{1} Dana Desa dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan

(2)

(3)

perundang-undangan, cfisien dan ekonomis, cfcktif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan serta menguatamakan kepentingan masyarakat setempat.

Tertib dan tast pada Ketentuen peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dimaksudkan bahwa dalam
pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan
tepat guna yang didulung dengan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketenituan yang berlaku.

Efiaienn dan ckonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimaksudkan bahwa dalain pengelolaan Dana Desa dengan
mengpunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunaken dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasarman dengan kuelitas yang maksimum.



(4) Efektf sebagaimana dimsksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa
pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang tclah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
s=besar-besamya.

(5} Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimsksudkan hahwa dalam pengelolaan Dana Desa
masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang
Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujusn sesuai
kinerja yang telah ditetaplkan.

Bagian Kedua
Pringip Pengelolaan

Pasal 9

{1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali
serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrast,
teknis dan hukum.

(2) Seluruh kegiatan yang didenai oleh Dana Desa direncanakan,
dilaksanaken dan dievahaasi secars terbuka dengan melibatkan
seluruh unaur masyarskat i desa.

(3) Pengelolann Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai
keteptuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 10

(1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukksn dalam APBDesa tahun
anggaran berkenaan.

(2) Semua penerimaan dan pengelusran Dana Desa dicatat dan
dibukukan dalam PBuku Administrasi Keuangan Desa oleh
Bendahara Desa.

Pasal 11

(1) Apabila pada saat penstapan APBDess, besaran Dana Desa yang
akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa
yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana
Desa yang diterima dess yang bersangkutan pada tahun anggaran
sebelummnya.

{2) Penyeguaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumbkan
dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan
aloloisi besaran penerimasn Dana Desa pada tahun anggaran
berkenaan, ditampung dalam Perubahan APEDesa.



Bagian Keempat
Tim Pendamping Dana Deaa

Pasal 12

(1] Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka
pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendampmg Dana Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2] Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, terdiri dari:

d.

g. Camat selaku penangpungiawab;
b.
c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk danjatau yang membidangi

Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;

sebagai Sekretaria;
Unsur Kepala Seksi dan/atau stal Kecamatan schagai anggota
seauai kebutuhan.

(3) Tugas, kewenangan dan kewsjiban Tim Pendamping Dana Desa
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

b.

.

-3

menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan
Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Faasilitasi Dana Desa;
memiasilitani penyusunen RAB-Dana Desa dan dokumen lain
yang diperlukan sebagni dasar pelaksanasn Dana Desa;
melaksanakan verifiasi terhadap berkas permohonan
pencaiman Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa,
termasuk verifikasi atas laporan pertanggngiawaban Dana
Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Verifikasi;

. mmenyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang

telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
melalukan fasilitasi penyelesaian permasaiahan dalam
pengelolaan Dana Desa;

melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana
Desa oleh Kepala Dess kepada Bupati;

melakuken pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
Dana Desa.

(4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, dibcbankan pada APBD yang dialokaaikan
pada Kecamatar.

(5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan
Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat {(3) huruf ¢, tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Bupati .



Bagian Kelima

Pasal 13

{1} Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka
pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2] Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, terdiri dari:

a.
b.

C.
d.

e.

i Fm

=

Bupati Purworejo selaku Penasehat;

Wakil Bupati Purworejo selalku Penaschat;

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penaschat;
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
selak Ketua;

Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Keluraghan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworgjo acbagai Wakil Ketus;

Kepeala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurehan
poda Bagian Pemerintahan Dese dan Kelurahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris;

Inapektur Kabupaten Purworejo sebagal anggota;

Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kabupaten Purworejo
Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdsyasn
Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagal anggota,

unsur dari DPPKAD schbagsi Anggota;

unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo

unsur dari Bagian Hukum Seckretariat Dacrah Kabupaten
Purworejo sebagni anggota;

Sekretariat Daermh Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
Pelaksana pada Bagmn Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Sekretariat Daerah Kabupsten Purworejo sehagai Staf Teknis,
Pelaksana peda Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
SeMretarist Dacmh  Kabupaten Purworejo schagar  Staf

(3} Tugas, kewenangan dan kewniban Tim Fasilitasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaleh:

.
b.

C.

d.

menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;

melaksanaan sosialisasi pengelolaan Dana Deaa;

melaksanakan pembinaan, momitoring, evaluasi dan advokasi
terhadap pengelolaan Dana Desa;

melaknkan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan
Duna Desa yang tidak dapat disclesaikan oleh Tim Pendamping
Dana Desa;

menghitung Pagu Dana Desa masing-masing Desa;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupat.



(4] Bisya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud
pads ayat {1} dibebankan pada APDD yang dialokasikan pada
Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sckretariat Daerah
Kabupaten Purworejo.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan
apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran
berkenaan.

(2) Dana Desa disalurken dalam 3 [tiga) tahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.
b,

.

tahap I pada bulan April aebesar 40% (empat puluh perseratus);
tahap II pada bulan Agustus schesar 40% ({empat puhih
perseratus);
tahap HI pada bulan Oktober sebesar 20% {dua puluh
perseratus).

{3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimakstid
pada ayat [2) huruf a, diajuksn secara tertulis dengan dilampiri:
p. surat pengantar dari Kepala Desa perthal Permohonan

b.

.

=T
"

Pencairan Dana Desa tahap I

kwitanasi tanda terima Dana Desa tahap 1,

fotokopi buky tabungan RKD, dilegalisir peiabat  yang
berwenang,

Peragturan Desa tentang APBDesa bagt pencairan Dana Desa
tahap I;

RAB-Dana Desa;

laporan realimasi penggunaan Dmna Desa tahun angearan
sebelumnya

Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa
tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;

Surat Pengantar dari Camat; dan

Surat Penyntasn Tanggung Jawab dari Camat atas proses
verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana
Desa,



4]

{3)

{6l

Permohonan pencairan Dana Desa tahap 11 sebaguimana dimaksud

padn ayat {2) hurud b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan
Pencairan Dana Desa tahap [I;

b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;

c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang
berwenang;

d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada
perubahan APBDesa;

e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan,

laporan penggunaan Dana Desa tehap | tahun anggaran

berjalan, yang menunjuken Dana Desa tahap [ telah digunakan

sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);

g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa
tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;

h. Surat Pengantar dari Camat; dan

Surat Penyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses

verifikaai dan evaluesi berkas permohonan pencairan Dana

Desa.

=

-
H

Permohonan pencairan Dana Desa tahap Il schagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf ¢, diajukan secara tertulis dengan dilampiri;

a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan
Pencairan Dana Desa tahap I11;

b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II1;

c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegnlisir pejabat yang
berwenang;

d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada

perubahan APBDeaa;

Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;

laporan penggunaan Dana Desa Tahap I mahun anggaran

berjalan, yang menunjukan Dana Desa tahap I dan/atau tahap

i telah dipunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh

perseratus);

j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa
tahap N dari Tim Pendamping Dana Desa;

k. Surat Pepgantar dari Camat; dan

l. Surat Penyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses
verifikesi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana
Desa.

2l

Permohonan  pencairan  berikut  lampirmnnys  sebagaimana

dimaksud pada ayat {3), ayat (4) dan ayat {5), dibuat rangkap 3

{tiga), denpan ketentuan sebagai berikut.

a. 1l (satu) rangkap asli, ditujukan kepeda Bupati c.q. Kepala
DPPKAD melalui Camat;

b. 1 {satu} rangkap salinan kesatu, ditujuken kepada Camat;

c. 1 [satu} ranghkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.



{1}

(2)

{3)

{1}

2

(3

(4)

Paszal 15

Penyaluran Dana Desa tahep I, tahap II, atau tahap il setiap tahun
anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap tahap I, tabap i, atau
tahap 1! diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
ke RKD sstelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap
dimyatakan lengkap dan benar.

Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan
surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima
Dana [Desa melalui Camat.

BAB V
FPENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Dana Desa digungkan untuk membisyai penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam
pelakeanaan kewenangan berdasarkan hak asal wusul dan
kewenangan Iokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Penggunagn Dana Desa untuk membisyni pembangunan dan
pemberdaysan masyarakat sebagaimanae dimaksud pada ayat (1)
diproritaskan untuk pembangunan dan pemberdaynan maesyarakat
vang pelaksanaanya diutamakan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan
dengan lebih banyak menycrap tenaga kerja (padat karya) dan
masyarakat Desa setempat.

Prioritas penggunaan Dana Dess scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan pedoman umum/teknis kegiatan pelaksansan penggunaan
Dana Deaa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang
disepakat dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



Pasal 17

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Danha Desa sebagaimana
dimakesud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapatian
pergetujuan dari Bupati.

(2} Apabile pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APBDesa diternukan penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan
prioritas, Camat menyampaikan kepada Kepala Desa untuk mohon
persetujuan Bupati atas penggunaan Dana Desa yang tidak
termasuk dalam prioritas.

{3} Persetujuan Bupati stbagaimana dimaksud pada ayat [1) diberikan
pada saat evaluasi mncangan peraturan desa mengenai APBDesa.

{4} Persetujuan Bupati sebagaimana dimakeud pada ayat (2}, diberikan
apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah
terpenubhi  dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa telah terpenuhi.

Pazal 18

{1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2] Penggunaan Dans Desa dilaksanskan oleh Pelaksana Kegiatan
berdaserkan APRDesa yang telah ditetapkan.

(3) Penggunsan Dana Desa dimusyawarahkan cleh Pelaksana Kegistan
bersamea dengan Pemerintah Desa, BFD, Lembaga Kemasyarakatan
Deaa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.

Pasanl 19

Pengadasn barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana

Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan

barang/jasa di Desa.

BAB VI
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 20

Perubahan penggunasn Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman
pada ketentuan pengelolaabn keuangan Desa.



BAR VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bapian Kesatu
Pertangrungjawaban

Pasal 21
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

{2} Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun oleh
Pelaksana Kegiantan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang
sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3} Laporan pertanggungjawaban penggunaen Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi dan mendapat
pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh Pelaksana
Kegiatan kepada Kepala Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan salinan lsporan pertanggungjawaban
pengpunaan Dana Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggumiaan
Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

(2j Penyampaian laporan realisasi  penggunaan Dana  Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan ketentuan:
a. laporan tahap [, yaitu laporan yang berisi pencrimaan dan

penggunaan Dana Desa tahap [ tshun anggaran berjalan yang
disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berkenaan;

b. laporan tahap I, yaitu laporen yang berisi penerimasn dan
penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap 1 tahun anggaran
berjalan yung disampaikan paling lambat minggu keempat
bulan September tabun anggaran berjalan;

¢. laporan tahap I, yaitu laporan yang berisi pencrimasn den
penggunaan Dana Desa tahap [, tahap I dan tahap Il mhun
anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu
keempat ntlan Februari tahun anggaran benikuimya.



(3)

{4}

(1}

(@)

(3]

(4}

Laporan realisasi penggunaan Dena Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun oleh Pelaksans Kegiatan dan disampaikan
kepada Kepala Dess, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Tim Pendamping Dana Deea.

Format laporan realisasi penggunean Dana Desa setiap tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1T
Peraturan Bupati ini.

Paszal 23

Bendagarkan laporan realisasi penggunsan Dana Desa yang
diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun
rekapitulasi laporan realisasi penayaluran dan konseolidasi
penggunasn Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q.
Kepala DPPRAD, dengan tembusan kepada:

s, Inspektur Kabupaten Purworejo;

b, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat

Daerah Kebupaten Purworcjo.

Berdasarken rekapitulazi laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim
Pendamping Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan
realisasi dan Xkonsolidasi penggunasn Dans Desa umtuk
disampaikan kepada Bupeti.

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan
ternbusan ditujukan kepada menteri yang menangani Desa dan
Gubemur Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Maret
tahurn anggaran berikuinya.

Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggmaan Dana Desa scbagaimana dimaksud pads ayat (i) dan
Format laporan reglisasi penyaluran dan kensolidasi penggunaan
Dang Desa ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupeti
mi.

Pasal 24

Daiem hal Kepala Desa tidek atau terlambat menyampaikan laporan
scbagaimana dimaimud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupai menurxia
penyaluran Dena Desa sampai dengan disampaikannya laporan
realisasi penggunaan Dana Deaa.



BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim
Fanilitasi Dana Desa dan Tim Pendamping Dana Desa.

{2) Pembinaan Umum terhadap pengeloiaan Dana Desa dilaksanakan
oleh Tim Fasilitasi Dana Desa.

{(3) Pembinaan Teknis terhadap pengelolasn Dana Desa dilaksanakan
oleh Tim Pendamping Dana Desa.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

{1} Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa
dilakzanakan oleh Camat dan Bupati.

[2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pede ayvat (1),
dilakukan terhadap:
5. realisasi penggunaan Dana Desa;
h penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
d SiLPA Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

{1} Pengawasan terhadap pengeloluan Dana Desa berupe pengawasan

umum olch masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah.

{2) Pengawasan umum olch masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh BFD dan ditujukan terhadap kebijakan
pengelolaan Dana Desa.

{3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
echagaimana dimaksud pada ayat (1), ditgjuken terhadap
pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatanmya.



(4)

{3}

)

{1}

2)

(3

(4)

Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum cleh masyarakat
sebagaimana dimeksud pada ayst (2), ditemukan indikasi
terjadinys penyimpangan dan/fatau penyalshgunaan Dana Desa,
maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
tingkat Deaa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah sebagaimans dimaksud pada ayat (3}
atau Aparat Penyidik pada Lembaga Penegak Hukum, ditemukan
indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana
Desa, maka penyelcsaiannya dilakeanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaitu,

Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
sebagaimana dimeksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar
pertimbangan begi Tim Fasilitasi Dana Desa dalamn memberikan
rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan
pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 28

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap [ dalam hal:

a. permohonan pencairan Xepala Desa tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 14 ayat (3).

b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebehimnya lebih
dari 30% {tga puluh perseratus); dan/atau

¢. terdapat usulan dari Aparat Pengawas [ntern Pemenntah

Dana Desa tahap [ yang ditunda penyalurannya dalam hal terdapat
8iLPA Dana Desa tahun anggeran sebelumnya Ichikh dari 30% (tiga
puluh perseratus) sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah sebesar SiLPA Dana Deea tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Sil.PA Dana Desa tehun enggeran scbelumaya lebih
besar dari jumlah Dana Desa tahap | yang akan disahirkan, maka
penyaluran Dana Desa tabap | tidak dilakukan.

Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dilalukan sampai
dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran scbelurnnya telah
direalisasikan, sehingga jumiah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar
30% (tiga puluh perseratus] dari Dans Desa tahun anggaran
sebelumnya.



(3)

(1)

(2)

{1}

{2

{1}

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran scbelumnya
masih Jebih tinggi deri 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran
Dana Deaa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I1.

Pazal 29

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal
permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenubi persyaratan
scbagaimans dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4]}

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal
permohonan pencairan Kepala Desa tidek memenuhi persyaratan
sebaganimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {5).

Pasaal 30

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) buruf a dan Pasal 29 dilakukan sampai dengan
persyaratan diterima secara Jengkap dan benar.

Dalam hal penundasn Dena Desa sebagaimans dimaksud pada
ayat {1} berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun
berjalan, Bupaeti memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenal anggeran Dana Desa yang ditunda
penyalurennya paling lambat pada akhir bulan November tahun
anggaren berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya
dianggarkan kembali dalam APBDesa tehun anggaran berikumya.

Bagian Kesatit
Pemotongan Dana Desa

Pasal 31

Bupati melakmian pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud daltam Pasal 28 ayat (2), Desa masih
memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (dga puluh perseratus).

(2} Pemotongan penyahiran Danz Desa sebagaimana dimsksud pada

ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.



(3)

(1)

(2)

{1}

{2

{1

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran scbelumnya
masih Jebih tinggi deri 30% ([tiga puluzh perseratus), pemyaluran
Dana Deaa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan bersamasn dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 29

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal
permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan
acbagaimans dimaksud dalam Pasgl 14 ayat {4}

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap [I, dalam hal
permohonan pencairan Kepala Desa tidek memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 14 ayat {5).

Paaal 30

Penundaan penyaluran Dana Dese schagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 dilakukan sampal dengan
persyaratan diterima secara Jengkap dan benar.

Dalam hal penundaan Dena Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berlangsung sampai dengan akhir bujan November tahun
berjalan, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengensi anggeran Dana Desa yang ditunda
penyalurannya paling lambat pada akhir bulan November tahun
anggarant berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya
dianpgarkan kembali dalam AFBDesa tehun anggaran berikutnya.

Bagian Kesatit
Pemotonigan Dana Desa

Pesal 31

Bupati melakmkan pemofongan penyahwan Dana Desa dalam hal
setelah  dikenakan sanksi penundasn penyaluran Dana Desa
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2], Desa masih
memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% {bdga puluh perseratus).

(2} Pemotongan penyalwran Dana Desa sebagaimana dimsaksud pada

ayat (1) dilakuian pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran
benkutnya.



(1)

(2)

3

4)

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Pemerintah Desa dalam menyusun program dan  kegiatan
pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat
desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa yang berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan desa antara lain:

a Desa tertinggal dan/fatau sangat tertinggal, mengutamakan
kegiatan pembangunan melaiui  penyediaan sarana dan
pragarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kchidupan
masyarakat Desa;

b, Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan
prasarane pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan
dan kesehatan masyarakat desauntuk mengembangkan potensi
dan kapasitas masyarakat Desa; dan

c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada
perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa
Desa dalam membuka lapangan ketja, padat teknologi tepat
guna dan investasi melajui pengembangan Badan Usaha Milik
Desn.

Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk
penyusunan pricritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa
dapat menggunakan deta Indeks Desa Membangun (IDM} yang
ditetapkan olch Kementcrian Desa, FPembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam hal pada tahun anggaren berkenaan Informasi data Indeks
Deaa Membangun belum ditetapian, maka untuk penyusunan
prioritas penggunaan Dana Dess, maks Pemerintah Desa dalam
memetakan tpologi den status perkembangan desa dapat dengan
mendasarkan Data Potensi/Profil Desa dan/atau data dari
Perangkat Daersh yang berwenang sesuai ketentuan perahran
perundeng-undangan.

Penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa diluar ketentuan
dalam peraturan Menteri dapat dilaksanakan berdasarkan
musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa,
kerakieristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta lketerbatasan
waktu penyclenggaraan perencanaan pembangunan Desa.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupat
Purworgjo Nomer 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa, {Berita Daersh Kabupaten Purworeje Tahun 2014 Nomor 47),
sebagaimana telah diubkah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Purworsjo Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana [Dkesa [Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2015 Nomor 23}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pensmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

ARl SESUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Purworgjo
SRALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 21 Maret 2016

~) BUPATI PURWORE.!Q,

Ttd.

O\H wo ?&%/ embina Tingkat I AGUS BASTIAN
TEANIP. 19650529 199003 2 007

Dhndangkan di Purworeic
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREIQ,
Ttd.
TRI HANDOYOQ

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PURWCORE.JC
NOMOR: 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BEREKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN ........

Pada hari ini .............. tanggal .............. bulan ..... . tahun dua ribu
Kepumam Camat .................. Nomor: ... tentang Pl:mbentukan Tim
Pendamping Dana Desa Kecamatan .. - .. Tahun .......... telah dilaksanalcan
vmﬁkamamaherkaaPumnhonmP:nmranDemaDm ................................. .
berdasarkan Peraturan Bupat Purworejo Nomor .......... Tahun ............ tentang

.
......................................................... » dengan haail acbagai berikut:

UNSUR YANG DIPERIKSA ADA/TIDAK

1. | Suret Permobonan oo yang (lengkap dan
ditandatangani olech Kepala Desa dan benar)
diatempe]l basah

2, |Kwitanai tanda terima ...... YENg
bermaterai cukup dan mmndatangmn aleh
Kepala Desa dan Bendahara Desa seria
distempe] basah

Fotokopi buku tabungan Releming Kas Desa,
dilegatisir pejabat yang berwenang

Perdes tentang APBDesa/ Perubahan AFBDesa
Tabun AnNggaran ...........

Rencana Anggaran Biaya dan
Kegiatan /Perubghan RAB- Dana Deaa

ol I I o B

Leporan Realizasi Penggunsan Dana Desa

Hasil Verifikasi sebagaimana terssbut di ataa untuk selanjutnye dapat dijadikan
sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa dari
Anggaran Peodapatann dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tabun Anggaran

---------------------




Demikrian Berita Acara ini dibnat dengan sebenar-benamya dan untuk dapat

dipergunaksn sebageimana mestinys.

TIM FENDAMFING DANA DESA
KECAMATAN ........ TAHUN...........
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NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENOGUNAAN DANA DESA PER TAHAF

A. FORMAT LAPORAN PENGOUNAAN DANA DESA TAHAF I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAF [ TAHUN ANGOARAN... -
PEMERINTAH DESA. ...cocrcvcvneceee o KECAMATAN. . ]iJ'i.BUP.'.TEN FURWOREJO

PAGU DANA DESA $ RP ceoeorreeseneme e e s

KODE : JUMLAH JUMLAH
ssumilam EBET)
FENYALUR
APB D] AN (82D} Rp. Ep.
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B. FORMAT LAPORAN PENOOUNAAN DANA DESA TAHAP IT

LAPORAN PFENOGLUNAAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN...
PEMERINTAH DESA..........o. e KECAMATAN. . KABUPATEH PUEWOREJQ
PAGU DANA DESA Rp - -
KOLE NO. DAN JUMLAH JUMLAH
HEKENTHNO TOL. PENERIMAAN FERGELUARAN
* URAIAN BUKTI EALDO
exupiican PENYALUR (DEBET) {KREDIT} Fp.
APHDesa) Rp. Rp.
AN [SPZD)
H a 3 L) 5 2]
A PENDAPATAN
Lt
1
1l
B EELANIA
EBELANTA DANA DERA
Plolmrgr Pervpwlergwarmio
[0
Btdang Pel kwanssm
l_perhlilr.ln saluran irigasl
Pengaspaton jalen Dem
|
Bidang Pemberdxywm
Regatan ..o
T A —
Bidang Pembinsen
Keglaton .. _
| r,  IN—
..'I'l.ﬂﬂ-\HI
Eerdahara Deas, oY —————
KEFALA DESA
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C. FORMAT LAFPORAN REALISAS] FENGGUNAAN DANA DEEA TAHLINAN

PAGL DANA DESA

PEMERINTAE DERA. ... et

LAPORAN REALISAS] FENGGUNAAN DANA DESA

KAHUPATEN FURWORESC

KODE
REKEHINMn
erinknn
AFBDeua)

RALAN

HD, DAN
TG,
BUKTI
PENYALUR
AN [SFID)

JUMLAH
PEHERIMAAN

\DESET)

JUWLAH
PEHOELIIARAY

RRELT

1 2

A PENDAPATAN

Diwetujiai oleh -

KEPALA DESA
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